Perubahan Ketaga Undangﬁn&ang @asax Nega;ta Repubhk Indonesm

Tahun 1945 telah ditetapkan beberapa, verubahan dan penambahan pasal yang
beﬂ@tan dengan kelouasaan kehakiman dan termasuk di dalamnya pengaturan
penamb@han mengenai Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagaimana
diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 24C. Sehubungan dengan beberapa
perubahandan penambahan pasal yang s berkaitan dengan kelaasaan kehakiman
tersebut, peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman telah
dilaloukan penyesuaian seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah divbah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 telah diganti dengan Undang-
Undang Nomor4 Tahun 2004 tentang K ekuasaan Kehakiman, Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 teatang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umurm, dan Undang-
Undang MNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2004
teniang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara,

Dengan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan kelouasaan kehakiman tersebut, telah dilakukan pemisahan secara tegas
antara fongsi kekuasaan eksekutif dan yudikatif di lingkungan peradiian umum,
peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer dari
departemen-departemen yang bersangkutan berada satu atap di bawah
kelruasaan Mahkamah Agung.
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{Entuk meiaksanakan penambahan mengenai Mahkamah Konstztum
. u@bagajmam distur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Repubh}g
- Indonesia Tahun 1945 ‘e’:elah dibennﬁc Uﬂdangﬂnéai}g N@mor Eti Tabun 20{)3
' 'ten‘i:anw M&hkamah K@nshmsx =

: Adapmi@b&adaanﬂ@m‘fud&al iﬁr@ﬁ%ﬁi diator dalam Pasal 248 Uﬂdang
" ﬁndmgDasmNegamRepubh}chgnesmTaﬂun19-’—35 ‘menentukan bahwa :

o '-'(1) K@mm Yudxsmi berszfat ‘mandiri yang bez"wmaﬁg memgasaikan.
' pengangkaian Hak.zmAg@mg danmempunyai wewenang lain dalam mﬁgka
- menjaga da,n menagakkan kehommatan, keluhuran martabat, serta p@rﬂa@m
hakdm,
(2} Anggota Komm Yudisial harus mempunyai peng@tahuan dan pengaiaman
* dibidang huloum serta memilild integritas dan kepribadian yang fidak tercela.
{3) Anggota Komisi Yodisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden d@zzgan
persetu}uaﬂ Dewan Perwakilan Rakyat. _
B@rdasarkan ketenﬁmn Pasai 248 t@rs&'%)ut, dapat diketahni bahwa: K

Pea‘tama dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia keb&:radaan
Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri vang
berwenang mengusuikan pengangkatan Halkim Agnng dan mempunyai
wewenang lain dalam mngka menjaga dan menegalckan kehormaian, Ec:eiuhum
martabat, serta perilakn hakim,

Kedua, memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi di bidang
hmkum yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial unnk
mewujudkan cheks dan balances. Walanpun Komisi Yadisial bukan pelaku
kekuasaan kehakiman namun fingsinya berkaitan dengan kekuasaan I’ehahnmn

Ketaﬁa, perlu dibeptuk undang-undang yang mengatur mengenai Sustman '
kedudukan, dan keanggotan Komisi Yadisial.

II. PEMBAHASAN

Untuk melaksanakan amanat Pasal 248 tersebut di atas, Dewan
Perwakilan Rakyat bedasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Megara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pemegang kekuasaan
pembentuk undang-undang, melalui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat kepada
Presiden dengan Surat Momor RU. 02/3172/DPR-RY/2003 fanggal 16 Juni
2003 menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yodisial
untuk dibahas bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwaldlan Rakyat,




Seiayaag Pmdaag Pembahasan RUU Tentang Ko:msx Yud;s:al o

Unmk pembahasan dz Dewan Perwakﬂan Rakyat, ?rssmien kepada Kema g

S .Eemn?cnvakﬁanRakyat deﬂganAmanatPres;.denNomorROﬁ/PU/IV/ﬁZO@é@_

__ N -tanggai 26Apni 2004 menunjuk Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
- guna: ‘mewakili Pemermtah bersama Dewan ?erwakﬁan Rakyat dalam

S _pamb@hasan}{ancanganUndang—Undangtersebut Selamuﬁlya?remdenmela}m 3
o SukretansNegarakepadaMcntenKehabmandanHakAsasz Manusia dengan

o ~Surat Nomor B.39.tanggal 5 Pebruari 2004, ‘memberi petunjuk Menteri -

o '_@Kehamman dan HakAsa51 Manusia agar mengkoordmas&an pembahasan -

. j_s_' 'stanm Ramangan"ﬁndmg-Undangtersebmae:nganms’cansx»ms’iansz tezkalt"i_'_ _
' sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara -~

: Mempersmpkan Rancangan UndanmUndang Uﬁﬁﬁ{ pemba.hasan Rancangan' .

' Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, Menteri Kehakiman don Hak Asasi
Manusia membentuk Tim Inti dan Tlm Asistensi Pembahasan Rancangan
UndangmUndang fentang | Komlsz YVudisial di Dewan Perwakilan Rakyatdengan
Kepuiusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor 199.PR.09.03
Tahun 2004. Tim Inti dan Tim Asistensi texsebut berfugas membantu Menteri
Keha}qman dan Hak Asasi Manusia untuk menyiapkan jawaban dan bahan-
bahan yang berkaitan dengan kegmtan pembahasan Ramcangan Undangn
Undang tentang Komisi Yudisial. . FN :

- Dewan Perwakilan Rakyat bvrdasaﬁ\m keputusan Badan Musyawarah
dalam pembahasan Rancangan Undang—Undang tentang Komlsl Yudisial
dlwaiqh oleh Panitia Khusus Badan LegslaSI = :

Daiam pembahasan Rancangan Undang—Undan g tentang Komisi Yudisml
dz Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan sesuai dengan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 03A/DPR-RI/1/2001-2002
tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

.- Pemerintah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap
Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial sebagai bahan dalam
pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I Daftar Inventarisasi Masalah tersebut,
memuat tanggapan Pererintah baik berupa usul perubaban, pertanyaan,
maupun permintaan penjelasan terhadap substansi yang diatur dalam Rancangan
Undang-Undang tentang Komisi Yodisial. Rancangan Undang-Undang tentang
Komisi Yudisial setelah dilakukan pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I,
ditinjau baik dari segi sistematika, substansi yang diatur, penempatan pasal,
maupun perumusan pasalnya banyak mengalami perubahan. Hasil perabahasan
Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial pada Pembicaraan Tingkat
I disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pada
Pembicaraan Tingkat If tanggal 15 Juli 2004. Kemudian Rancangan Undang-
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o Undang tentang Kozmsz Yudxsmi tersebut oleh Ketua Dewan Perwakﬂan Ra!gzat
‘dengan Surat Nomor: RU. 02/.3 836/DPR-RI/2004 tanggal 16 Tuli 2004 dzsam saik:
 kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang, Rancangan Undang-.
- Undang tentang Komisi Yodisial tersebut telah disahkan oleh Presiden menjadi
e Undaﬂg-Undang Nomor 22 Tahuu 2004 tentang Kormisi Yudisial pada tancrgal
~13 Agustus 2004 dan dzundangkan oleh Sekretaris Negara pada tanﬁgal 13
o Agusms 2004 dalam Lembaran Negara Repubhk Indonesia Talwn 2004 N @mor_

o 89 dan Tambahan Lembaran Ne gara Repubhk indonesm Nemor 44—1 5. i

o Ada pun subsmml yang dzatur dalam Undang»Undang Nomor 22 Tah;_m
o 2004 tentang Komm Yudzsxal dzantaranya, adaiah mengenax Lin S

'.'} PenetapamAnﬂg@taKemasi‘&’udzszai ST

Penetapan Anggota Komisi Yudlsml tersebut, ditentukan harus sudah
' ditetapkm palmg lambat 10 (sepuluth) bulan terhitung 'sejak Undang—Undanc
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial diundangkan. Jangka wakiu
10 (sepuluh) ‘bulan tersebut dianggap cukup untuk Presiden mengambil iangkah
langkah guna melakukan seleksi dan penetapan Anggota Komisi Yudisial.
Penetapan Anggota Komisi Vudisial tersebut harus dilalaukan paling Iamba_t
pada tanggal 13 Juni 2005, karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004
tentang Komisi Yudisial telab diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2004,
AnggotaKomisi Yudisial ditentukan 7 (tujuh) orang dengan komposisi terdiri
atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat,
Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Koimisi Yudisial harus memenuhi syarat
warga negara Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusia
paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh deiapan) :
tahun pada saat proses pemilihan, mempunyai pengalaman di bidang hukum
paling singkat 15 (lima belas) tahun, memiliki integritas dan kepribadian yang
tidak tercela, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dijatuhi karena melakukan
tindak pidana kejahatan, dan melaporkan daftar kekayaan. Pemilihan Anggota
Komisi Yudisial dilakukan oleh Panitia Seleksi Pemilihan yang dibentuk oleh
Presiden dengan Keputusan Presiden. Panitia Seleksi Pemilihan tersebut
anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukom, akademisi hukum,
dan anggota masyarakat. Tugas Panitia Seleksi Pemilihan mengumumkan
pendaitaran, melakukan pendafiaran dan seleksi administrasi, selelsi kualitas
dan integritas, serta menentikan dan menyampaikan sebanyak 14 (empat belas)
calon Anggota Komisi Yudisial. Panitia Seleksi Pemilihan dalam melaksanskan
tugasnya bekerja secara transparan dengan mengikutsertakan partisipasi
masyarakat. Panitia Seleksi Pemilihan dalam melaksanakan fugas pemilihan

54




Sclayang ?aadang Pembahasan RU’U Tentang KﬁmlSl Yudisial

uni:km menentukan cal@nAnggota K.onnSI Yudlsmi sebanyak 14 (empat beias)
" calon sampai denganpenetapanoIehPresz&endﬁznmkandengan alokasi wakfi -
e p@nglamaﬁ(mmn}bﬂanteﬁumngsegakpengumumanpendaﬁmnpenenmam
caloﬁﬁmmgomKommYudasxaE Uniuk menjamin kepastian hikum setiaptehapan.
- van sampai dengan penetapan Angeota Koniisi Yudisial, ditentitkan secara™
'tegas 3angkawaicim1ya Komisi Yudisial daiammenenmkan caionAnggota .
S Komlsz Yuglisial hamsmemperha‘éﬁcan komposxss.terdm atas mantan hakim,
e qkum,akad misi hukum, dmamgotamasyaral{ai KemudzanPamﬂa '

e S@leksz.?émﬂlhan menyanipalkan_m (ampat belas). calon Kemlsx Yudlsml_ _

- k@pada Premdm uniuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat guna

ditetapkan menjadi 7 (m_}uh) calon Aaggota Komisi
Yudism} Kemudsan dari 7 (tuguh) caion.&ncgma Komisi Vudisial yang teiah' N
t@rpzhh dan d;tetapkan terssbut, dlsampaxkan oleh Pimpinan Dewan Perwalilan
Rakyat. kepada Presiden unink disahkan oleh Presiden. Presxden wajib
m@ne‘tapkan calon A.ngwota Komisi Yudisial terpilih, Penetapan oleh i’mmden
tersebut hanya bersifat administratif, Presiden tidak mempunyai wewenang
menoiak atau mengganﬁ calon Anggoia Komisi Yudisial dimaksud. Dengan
sistem peﬁnizhfm dan penatapanAnggota Komisi Yud_szsl yang ditentukan ini,
ss:}eksn p@mzhhan Anggota Kemisi Yodisial dlharapka:a sestai dengan syarat
yang telah ditentukan dalam Hndang—Undano Nomor 22 Tahun 2004. Dengan
dernikian Komisi Yuéxss.al sabagm lembaga negaramendapat kepercayaan dari
masyam}(at karena seleksi pemilihan dilakukan secara fransparan dengan
mengikutsertakan masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat terlibat langsung
baik dalam pemililian maupun penetapan Anggota Komisi Yadisial.

2. Kedudukandan Susunan Lembaga Komisi Yudisial

- Komisi Yudisial ditentukan secara tegas merupakan lembaga negara yang
bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan
atan pengaruh kekuasaan lainnya. Oleh karena itu pertanggungjawaban
diteniukan Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik roelalui Dewan
Perwakilan Rakyat. Dengan demikian meskipun Komisi Yudisial mempunyai
fungsi yang berkaitan dengan keluasaan kehalkiman secara strukiural bukan di
bawah Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Komisi Yodisial tersebut
ditentukan secara tegas berkedudukan di Thukota negara Republik Indonesia.
Ketentuan mengenai apabila dipandang perlu Komisi Yadisial dapat
membentuk Perwakilan Komisi Vodisial di daerah yang wilayah kerjanya
meliputi satu provinsi atau lebih, pada sast pembahasan Rancangan Undang-
Undang disepakati uniuk dihapus. Ketentuan tersebut disepakati dihapus
dengan pertimbangan, antara lain karena akan memerlukan sumber daya

35
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manuﬁzadanaﬁg,garanyangmﬁmpbeaarseﬁaakanmenyuhﬂmnkonm}mhadap
Koxmsx.Yudmal sendm i :

Susunan keiembaﬂaan Komlsz Yudxsxal dﬁenmkan terdm dan unsur
punpmaa dan anggoi‘a Unsur pzmpman terdm atas seorang ketuz dan seorang
wakil ketua yang memgkap anggota. Anggota Komisi Yudisial memegang
jabaian selamamasa 5 (hma) talmn dan sesudahnya dapat dszhh kemvah untuk
~1{satnn masa Jabata:a Anggma Komisi Yudisial tersebut dxiamng merangkap :
“menjadi pejabat negara atau’ mnyaienggém negara menurut peraturan

mmdmgwmdangm hakim, advokat, notaris dan/atau Pej abaf; Fembuatﬁskta

' Tanah pengusaha aiau karyawan badem usaha mﬂﬁ( negaraatau badan tisaha
_ swasta, pegawai negem, atal pengurus poim%: Deng&n adanya iazangan tersebut
dﬁmakaa Anggcta Komisi Yodisial bebas dari pengaruh kepentingan tertentu.
Lembaga Komisi Yudisial bukanlah lembaga yang kebal terhadap hukmn
keanggo‘iaan Komisi Yudisial dap@i ditanglkap dan ditshan hanya dengan p@nniah
Jaksa Agung setelah mendapa‘t persetujnan dari Presiden kecuali dalam hal
tertangkap tangan melakukan tindak pldana kejahaian atau berdasarkan buldi
permulaan yang cukup dlsangka telah melakukan kejahatan yang diancam
dengan pidana mati atan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan. n.egara,
dan pelaksapaan penangkapan atau penahanan tersebut dalam waktu paling
lama 2 x 24 (duakali dua pulub empat) jam harus dilaporkan kepada J aksa
Agung, Sedangkan dalam pelaksanaan tngasnya Komisi Yudisial dibaniu oleh
Sekretaris Jenderal yang dijabat oleh pejabat pegawai negeri sipil. Sekretaris
Jenderal tersebut mempunyai tugas memberikan dukungan telqus adnnmsﬁaﬁf
kepada Komisi Yudisial.

3. Wewenang dan Tugas Lembaga Komisi Yudisial
Komisi Yudisial melaksanakan wewenang dan tugasnya ditentukan paling
lambat 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak ditetapkan keanggotaannya.

Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim
Agnng kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan menegakkan kehormatan dan
keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Dalam melaksanakan
wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan
Perwakilan Rakyat, Komisi Yodisial mempunyai tugas melakuean pendaftaran,
menyeleksi, menetapkan, dan mengajukan calon Hakim Agung ke Dewan
Perwakilan Rakyat dengan alokasi waktu pelaksanaan tugas {ersebut paling
lama 6 {enam) bulan terhitung sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan
dari Mahkamah Agung mengenai lowongan Hakim Agung, Untuk menjamin
kepastian hukum setiap tahapan dalam melaksanakan tugas tersebut jangka

56




e :-Wakmfzyu wzfln‘sukaﬁ se&ma tegas D"ﬁam ppnﬁajvan calsn Hahlm Aﬂuncr i
- f.terspbm dupa? dﬁa}qukan oie 1I‘falﬂ{amaﬁAHung, ?emeimmh cian Masy aakat_' SR
- kepada Komisi xui;sxal “Dalam seleksi calon Hakim Aaung dnenmi{an_ i
- masyarakat berhak n memberikan pendapat terhadap calon Hakim Agung yang .

L "nmmemﬁnpe; mmadnmns&am}/mg dlunnm)l\molchKonanudlszal daiam_- E
~daflarnama calon Hamm Agung,. Komisi Yudisial menetapkandanmengagukmj o
3 (mfra) orang: nama’ c,aian Hakim Aguno kepada Dewan Perwakilan Rakyat -~
- untuk setiap 1(satu} }. iowongau Hakim Agung, dengan *iembusam kepada-'

_ Presiden. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan calon Hakim
" Apung untuk diajukan kepada Presiden guna diangkat dan ditetapkan dengan
" Keputusan Presiden. Nanun dalam hal jangka wakiu sejalc diterimanamacalon
Hakim Aguno dari Komisi Yudzszal dilampaui tanpa ada penetapan Dewan

Perwaldlan Rakyat, Presiden bemenang menganokat Hakim Agung dan calon
yang dzaju&am Komisi Yudlslal

Koml51 Yudxsml dalam meial\.sanakan wewen:mg menegai&@n kehonnafan

dan keiuhuran martabat, serta menjaga perilakn hakim. Untuk melaksanakan.
wewenang tersebut dite gaskan mempunyai tugas melakukan pengawasan

terhadap perilaku hakim dalom rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran
martabat serta menjaga perilaku hakim. Penegasan mengenal pengawasan
tersebut telah ditentukan pula dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2004 tentang Kekuasann Kehakiman. Kemudian mengenat pengertian
hakim agar memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam tugas
melakukan pengawasan ditentukan tidak hanya terhadap Hakim Agung, namun
dipertegas meliputi seluruh hakim penyelenggara kekuasaan kehakiman, Untuk
itu hakim diberi batasan pengertian/didefinisikan bahwa Hakim adalah Hakim
Agung dan hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan
yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tugas Komisi Yudisial melakukan
pengawasan tersebut bersifat eksternal, berlainan dengan pengawasan yang
dilakukan oleh Mahkamah Agung yang bersifat internal (pengawasan aspek
teknis yudisial dan administrasi peradilan). Dengan demikian tidak akan terjadi
tumpang tindih dalam melakukan pengawasan terhadap hakim baik yang
dilakukan oleh Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung. Dalam
melaksanakan pengawasan, Kornisi Yudisial :

a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
b. meminia laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan
perilaku hakim;
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Uﬂmk peiaksanaan pencawasan tersebu‘i: Kﬂmm Yudlaiai W&_}ib -
a. menaat norma, hukum, danketenﬁwnp&mtumpmnm&ang—undangan
: b :mengaga kerahasiaan keterangan yang kavena sifatnyamerupakan rahasia

VoLiNa#DesembefZGﬂ#' A

' ;c'. : 3meiakukan pemerxksaan terhadap dugaan pelanggaran perilala halﬂm

d. o memanggﬂ dan meminta keterangan dari hakzm yang diduga meianggar
- kodeetik perilaku hakim; dan :

e.. membuat laporan hasil pemenksaan yang bempa rekom@nd&s:i dan
T -dlsmnpa&an kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Kensﬁms:i,
©ogerta undasannya dmampmkan kepada Presiden dan Dewan Perwaiaian

'-Rakyat

' Komisi Vidisial yang diperoleh berdasarkan kedudulannya sehagai anggota;

| c. tidak boleh mengurangi i kebebasan hakim dalam memeriksa dan memums'

perkara.

Untulc kepentingan pelakeanaan kewenangan pengawasan Komisi Yud;saai
bertugas mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan
Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Sanksi tersebut dapat berupa
penjatuhan sanksi baik teguran tertulis, pemnberhentian sementara, maupin
pemberhentian. Pengusulan penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis yang
digjukan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkarmah Agung dan/atau
Mahkarnah Konstitusi bersifat mengiliat. Sedangkan usul penjatuhan sanksi
berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian keputusannya diserahkan
kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, Dengan telah
ditentukan wewenang dan tugas Komisi Yudisial tersebui dimaksudkan dapat
mendorong meningkatkan citra dan mewujudkan sosok hakim yang senantiasa
dirindukan oleh masyarakat khususnya pencari keadilan yakni hakim yang
berpengetahuan, profesional, berintegritas tinggi, bermoral, dan adil serta
objektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pemberhentian Auggota Komisi Yudisial

Pengangkatan Anggota Komisi Yudisial dilakukan oleh Presiden dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, untuk pemberhentian Anggota Komisi
Yudisial dari jabatannya juga dilakukan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial
dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberhentian dengan
hormat bagt Ketua, Wakil Ketua, dan/atan Anggota Komisi Yudisial dilakukan
oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila meninggal dimia, atas permintaan
sendiri, sakit jasmani atau rohani secara terus menerus, atau berakhir masa
jabatannya. Sedangkan pemberhentian dengan tidak hormat bagi Ketna, Wakil
Ketua, dan/aian Anggota Komisi Yudisial juga dilakukan oleh Presiden dengan
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Sn}ayang P:mdang ?embahasan RUU ’i‘emaﬁg Komzsr Yumsm}' ) -

o persemjuanﬁexm Pemralalan Rakyat, aiasusulKomlsa Yudlswl céengan alasaﬁ L
* melanggar simpah jabatan, dijatibi pidana Karena bersalah melakukan tindak
‘pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah. mempumleh'
- kekuatan hulkum tetap, mela}mkan p@rbuatan tercela, terus menerus melalaikan

kewa :sfban dalam menj jalankan tugas peler]: aannya, atau meianggar larangan: R

rangkap 33@331&11 ngusulan pembelhentian dengan tidak hormat karena -

f-----meiaku%iamg}arbuamtemd& atau {en1s Menerus melaiajcﬁﬂk@waﬁban da_iam'. L
- menjalankan tigas pekm]azmnya dilakukan se‘&eiah yang bersang}mtam daben_ o

S -kesempamusesukupnyaunmk membeladmdzhadapm@ewan‘iieh@mam'

" Komisi Yudisial. Selanjuinya untuk memudahkan dan memperlancar proses .

 pemeriksaan, ditentukan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial
~ sebelum diberhentikan dengan tidak hormat dapat dlberhenhkan sem@mara _
daﬁ Jabatannyaoish Pre&den, atas usui Komlsxt ‘Yudzs;a% R ¥ 4

: ﬁnmk menganﬁsipasz apabﬂa t@lj ad1 kekesongan keanggotaan Komzsz
Yudxsml maka Presiden diberi kewenangan unfuk mengajukan calon anggota
;}engganﬁ sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada
Dewan Perwakilan Rakyat. Prosedur pengajuzn ¢alon pengganti dan pemilihan
calon Ang gota Konisi Yudxszai tersebut ditentukan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimalksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 23
Undan g—‘ﬁndang Nomor 22 Ta.hun 2(}04 tentang Komisi Yodisial.

5. _?ﬁemang umganggawamn dam Laporan atas Segala Hal yang
Berkaitan dengan Pelaksanaan ’i‘ugamya
Komist Yudisial telah ditentukan dengan tegas merupakan lembaga negara
yang bersifat mandiri. Oleh karena itu, benink pertanggungjawaban Komisi
Yudisial ditentukan bertangaung jawab kepada publik melal Dewan Perwakilan
Rakyat. Pertanggungjawaban kepada publik tersebut dilaksanakan dengan cara
menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap
dan akurai. Laporan tahunan setidaknya memuat hal-hal berupa laporan
_penggunaan anggaran, data yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, dan
data yang berkaitan dengan fimgsi rekruitmen Hakim Agung. Laporan tahunan
tersebut disampaikan juga kepada Presiden. Selanjutnya ditentukan keuangan
Konisi Yudisial diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, karena anggarannya
berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dengan sistem
pertanggungjawaban ditentukan demikian ini, merupakan salah satumetode
untuk menciptakan check and balances dan dimaksudkan unfuk memudahkan
pemantauan dan mengevaluasi seluruh pelaksanaan wewenang dan tugas
Komisi Yudisial.
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Sslam mten diatur tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun

o 20@4 tentang Komisi Yudisial menentukan pula ketentuan yang ; 'g}eﬂu d;a’étuf

e m‘i’fi?;

0 perilalai haldmg dan
dr 'ﬁ@m’a@nmkan susamam a,a?;a ii{erja D@Waﬁ Komsz %’ué;szai

'oleh Kﬂmm Yudmal Ketemuan terse‘but adalah m@ng&nm

sl cara p@mh.man p;mpman Komisi Vudlszai

i tatacara pelaksanaan tugas pengawasan; - : co
. kriteria pemberian penghargaan kepada hakim atas pr@sﬁasl danj asaﬂya'
. delam menegakkan %{&hormataﬁ‘z dan k@iuhm*aﬁ mmami erta mmj aga

ﬁﬁi ?ﬁm’ﬂ?

Dﬁngan telah dmah}fan dan dm}éangkaﬁ Undan m‘é}ndaﬁg M emwr 22
Tahun 2004 teniang Komisi Yudisial, ketentuan Pagal 24B Uﬂd&ﬁ%@ﬁéﬁﬂg
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 teleh dijabarkan lebih lanj 2t
dalam Undang-Undang ter: sebii. Komisi Yodisial dalara susunan !v’eiaiamgaman
Repubhii Indonesia ditentukan secara tegas merupakan lembaga negara yang
bersifat mandin dan dalars pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan
atag 'g:%mgamh kekuasaan lainnva. Wewenang Komisi Yudisial ditentulkian

engusulkan pengangkatan Hakim Agung lepada Dewan Parwakilan Rakyat
dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta men aga perilakn
halkin, Tugas Komisi Yodisial dijabarkan bahwadalam melaksanaken wewenang
rmengusilkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakvat,
Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pendafieran, menyeleksi,
meneiapkan, dan mengajukan calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan
Rakyat. Ada pun tugas Komisi Yudisial dalam melaksanakan wewenang
menegakian kehormatan dan keluhuran martabat, serfa menjaga perilala: hakim,
ditegaskan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakdm
dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaza
pertlalar hakim,

Dengan demikian Komisi Yodisial mempunyai peranan penting dalam usaha
mewwjudkan keloasaan kehakiman yang merdeka melali pencalonan Hakdm
Agung serta pengawasan tethadap hakdm yang transparan dan partisipatif guna
menegakkan kehormatan dan kelibnwran martabat, serta menjaga perilalka hakirg.
Untuk itu pemilihan dan penetapan Anggota Komisi Vodisial harus memenuhi
persyaratan sebagaimana ditertukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2004 tentang Komisi Yudisial.
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- PR.07.10 Tahun 2004 tanggal § Juni 2004 berbagai akiifitas sebagai pelaksanaan
L h,s“fas pokok dan fungsz telah ilaksanakan berbagai k@gxatan antam lain:

: "FASfLIT.&SI.PERANCANGANPERDA

| BEREK’ERA’E’ %’ASH&TASE

_ Se}a}{, tar%enﬁﬁmya Blrek"{}rat Fasﬂﬁam P@rancancan Peraﬁ:uran Baerah
_ Berdasarkaa Kepumsma Menteri Kehakiman dan FHIAM RI Nomor : M.O4-

K@glf_m blmia:ﬁgan iekzus bekerjasama dengan Asosmsz Sakretamaa
. DPRD Provinsi se Indonesia telah diselenggarakan di ] Jambi yang dihadisi
* oleh pejabat bidang perondang-undangan Sekretariat D?RD Provmsz se
Indonesia pada tanggal 23 Juli 2004.

- Dalam rangka Sosialisasi Undang-Undang Norsior 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada tanggal 29 Oktober
2604, Biro Hukum Pemerintah Daerah Tbu Kot Jakarta mengadakan
pendalaman materi beraama Direlctorat Fc.sﬂﬁas; Pﬁmﬂaangem Peraturan
Dacrah.

- Dalam kegiatan bimbingan Kerjiasama Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan dengen Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Provinsi Bali, di Denpasar pada tanggal 28 sampai
dengan 30 September 2004, telah diadalan Bimbingan Teknis Perancangan
Perawran Daerah vang ditkuti oleh Biro Hulaim Pererintah Dacrah Provinsi
Bali. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daeralh Kabupaten/Kota se
Provinsi Bali, Bagian Penundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Bali,
akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Kegiatan serupa telah diadakan di Bandung Jawa Barat pada tanggal 1
sampai dengan 3 Desember 2004.

- Sebagai ventuk daxi fasilitasi perancangan Perda, Direkiorat Fasilitasi
Perancangan Peraturan Dasrah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tangerang melakukan bimbingan perancangan Peraturan
Daerah 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Dasrah Kabupaten Tangerang
dibimbing oleh tenaga perancang dari Direktorat Fasilitasi Perancangan
Peraturan Daerah. Kegiatan bimbingan tersebut dimulai dengan Konsultasi
persiapan Sostalisasi 11 {sebelas) Rancangan Peraturan Dacrah (Raperda)
padatanggal 5 November 2004. Selanjutnya pada tanggal 9 November
2004 di auditorivm Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang diadakan
sosialisasi/uji publik 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Daerah dihadiri
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oieh mstaﬂszfdmas pengusul, Siakeholder, Tokoh Masyarakat dan i@m‘%adga |

- Swadaya Masyaralmi {LSM. 11 Raperda tersebut adalah

ﬂ%@@w

Raperda tentang Pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menen gah
Raperda ’ﬁentang Pencsgahandan%nanggtﬁangan Bahaya Kebakaran;

- Raperda tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pernadam Kebakaran;
- ‘Raperda tentang Usaha Pemotongan Hewan, Peredaran He‘wan

6. Raperdaientang o8 Daarah Perkreditan Rakyat Kabupatan
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Tangerang;

7. Raperda tentang Pembentukan 77 Kelurahan di Lingkungan

. Pemerintah Kabupaten Tangerang;

8. Raperdatentang Pengelolaan Situ;

9. Raperda tentang Pendafiaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

10. Raperda tentang Perizinan Bidang Kesehatan;

11. Raperdatentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Perizinan Bidang
Kesenatan,

Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Kabupaten Tangerang H. Ismet
Iskandar. Tahap selanjuinya dari kegiatan bimbingan tersebut adalah
bimbingan perumusan Rancangan Peraturan Daerah. Pada tanggal 30
November 2004 masukan-masukan pada acara Sosialisasi menjadi bahan
runusan substansi Rancangan Peraturan Daerab. Selain itu sebelas
Raperda tersebut di teliti dari aspek legal dan teknis peraturan perundang-
undangan sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perumusan Rancangan
Peraturan Daerah tersebut dihadiri oleh instansi/dinas pengusul yang di
moderatori Bagian Hukum Pemenntah Daerah Kabupaten Tangerang,

Pada akhir tahun anggaran 2004, kegiatan fasilitasi Perancangan Peraturan
Daerah, bimbingan perancangan Peraturan Daerah diadakan di Mataram
Nusa Tenggara Barat pada tanggal 21 s/d 23 Desember 2004,

FKegiatan tersebut terintegrasi dalam program Implementasi Peranglat

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Masth dalam alchir tahun 2004 ini felah direncanakan fasititast dengan bentuk
kegiatan Workshop mengenai Peraturan Daerah bekerjasama dengan
Sekyetariat DPRD Provinsi DKI 0

" 'BahanAsal ﬂ@wan dan Hasﬁ Eahan Hewan di Wﬁay,;h Kabupaten S
“ U Tangerang; : 3
5. Raperdatentang Retmbusz. Pemowngan Peredaran Hewan, Bc&hzm' _
... “Asal Hewandan Hasil Bahan Asal Hewan di Wilayah Kabupa‘ien

. Tangerang .




